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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI
NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dan
pembimbingan  klien  pemasyarakatan harus
didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan
untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak
pidana yang dilakukan;

b. bahwa untuk mengetahui tingkat risiko dan
kebutuhan setiap narapidana  dan klien
pemasyarakatan, diperlukan  adanya  suatu
mekanisme assessment risiko dan assessment
kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17
tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, perlu diatur
mengenai sistem penilaian dan risiko, klasifikasi,
dan program pembinaan narapidana;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang Assessment Risiko dan
Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien
Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 3209);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana
dan Klien Pemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3845);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak
Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5359);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon | Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
676);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG ASSESSMENT RISIKO DAN
ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN
KLIEN PEMASYARAKATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Assessment Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui
tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien

pemasyarakatan.

Assessment Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling
tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
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10.

11.

12.

Petugas Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Petugas adalah
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang
Pemasyarakatan.

Assesor adalah Petugas yang melakukan Assessment Risiko dan
Assessment Kebutuhan terhadap narapidana  dan klien
pemasyarakatan.

Supervisor adalah Assessor yang diberikan kewenangan untuk
melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengelolaan
pelaksanaan dan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan
yang dilakukan oleh Assessor.

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lapas.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah
seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata
untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

BAB Il

PELAKSANAAN ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN

Pasal 2

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan bagi:

a.
b.

(1)

(2)

Narapidana; dan
Klien.
Pasal 3

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan bagi
Narapidana yang sisa masa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun.

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
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